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BAB V 

PENUTUP 

5.1  Kesimpulan 

1. Kebijakan pemerintah terhadap alih fungsi hutan mangrove telah dimuat 

dalam surat edaran dan intruksi Bupati Pohuwato nomor 01 tahun 2012 

tentang larangan pembukaan lahan tambak dikawasan hutan mangrove di 

Kabupaten Pohuwato. Serta mempertahankan kelestarian hutan mangrove 

dan merehabilitasi mangrove yang sudah mengalami kerusakan yang 

beralih fungsi menjadi tambak. Dalam pengelolaan sumberdaya hutan 

adalah mengoptimalkan fungsi ekonomi, sosial budaya dan ekologi hutan 

yang berorientasi pada pelestarian ekosistem mangrove dengan rencana 

mikro dan rencana makro. 

2. Dalam konteks kebijakan pemerintah dalam pelestarian hutan mangrove di 

pengaruhi oleh beberapa faktor yang diantaranya faktor kominikasi, faktor 

sikap, faktor sumberdaya, dan faktor ekonomi masyarakat. 

5.2 Saran 

Disarankan kepada pemerintah daerah  agar melakukan pemulihan dan 

rehabilitasi kawasan hutan mangrove yang sudah dialih fungsikan menjadi 

tambak dan secepatnya membentuk peraturan ataupun (Perda) dalam 

memanfaatkan dan melestarikan kawasan  hutan mangrove di Kabupaten 

Pohuwato. serta adanya kesadaran dari masyarakat untuk  menjaga 

stabilitas kawasan hutan mangrove yang ada di kabupaten pohuwato. 
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